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PERATURAN BUPATI BEKASI 

NOMOR : 33 Tahun 2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI 

TAHUN ANGGARAN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI BEKASI 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten 
Bekasi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017, Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2017 lebih lanjut perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

1 .  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Propinsi Jawa 
Barat (Serita Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indones ia 
Nomor 5043); 

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Repub l ik Indonesia Nomor 5049); 

tentang 
Republik 

Lembaran 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011  tentang Pembentukan 
Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011  Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem lnformasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 0 
Nomor 1 1 0 ,  Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5155) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penyerapan Standar Pelayanan 
M inimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor4585) ;  

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614) ;  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4672) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5351) ;  

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 1 1 9 ,  Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 5161 ) ;  



13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011  Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011  
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Indonesia 
Nomor 5219); 

15 .  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

16 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13  Tahun 2006 
tentang Ped om an Pengelolaan Keuangan Dae rah 
Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011  
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

17 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; 

18 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011  
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis 
Akrual Pada Pemerintah Daerah; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2007 Nomor 1)  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Nomor I Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2016 Nomor 7); 

2 1 .  Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 sebagaimana telah 
beberapa kali d iubah terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan 
Kedua Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012-2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 2); 



Menetapkan 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 1 1  Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 
2016 Nomor 1 1 ) ;  

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2017 Nomor 6); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2018 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018 
Nomor 3); 

25. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bekasi 
Tahun 2017 Nomor 1) ;  

26. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 46 Tahun 2017 tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten 
Bekasi Tahun 2017 Nomor 46). 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENT ANG PENJABARAN 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BEKASI 
TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2 0 1 7 :  

1 .  Pendapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah 

b. Pendapatan Transfer 

c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah 

Rp2.311.805.849.243,00 

Rp1.848.535 366.125 ,00 

Rp 8.327.591.400 ,00 

Jumlah Pendapatan Rp4.992.469.141.323,00 

2. Belanja 

a. Belanja Tidak Langsung 

1)  Belanja Pegawai 

2) Belanja Hibah 

5) Belanja Bantuan Sosial 

6) Belanja Bagi Hasil 

7) Belanja Bantuan Keuangan 

8) Belanja Tidak Terduga 

Rp1 .491 . 143 .516 .477,00 

Rp 54.001 .908.000.,00 

Rp 73.517.920.000,00 

Rp 167.745.636 .000 ,00 

Rp 440 114 . 197.000,00 

Rp 28.890.000 ,00 

Rp 2 226.552.067.477,00 



b. Belanja Langsung 

1 )  Belanja Pegawai 

2) Belanja Barang dan Jasa 

3) Belanja Modal 

Jumlah Belanja 

Surplus/(Defisit) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

b. Pengeluaran 

Rp 105.652.124.700,00 

Rp1 .542.817.532. 784,00 

Rp 971.090.629.160,00 

RP2 .619.560.286.644,00 

Rp4 846112 .354 . 12 1 ,00  

Rp. 146.356.787.202,00 

Rp755.579.815.118 ,00 

Rp 10.000.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp745.579.815.118,00 

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp891.936.602.320,00 

Pasal 2 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Bekasi ini. 

Pasal 3 

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 lebih 
lanjut terinci kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran. 

Pasal4 

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 
tercantum dalam lampiran II Peraturan ini. 

Pasal5 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal6 

Peraturan Bupati Bekasi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 



Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati Bekasi ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Bekasi. 

Ditetapkan di Cikarang Pusat 
pada tanggal 6 September 2018 

BUPATI BEKASI 

ttd 

Hj. NENENG HASANAH YASIN 

Diundangkan di Cikarang Pusat 

pada tanggal 6 September 2018 

ARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI -fj 

V. uJu 

SERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2018 NOMOR 33 


